
 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA TERNATE 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA TERNATE 

NOMOR : 6 TAHUN 2026 

TENTANG 

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN  

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI 

KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE TAHUN 2026 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 

Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi 

Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 

Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi 

Pemerintah;  

  b. bahwa dalam rangka tata kelola pemerintahan yang 

bersih, pelayanan publik optimal, kapasitas dan 

birokrasi yang akuntabel, serta profesionalisme Sumber 

Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kota Ternate Tahun 2025;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan 

Umum Kota Ternate tentang Pembentukan dan 

Penetapan Agen Perubahan Manajemen dalam 

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas 

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 
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di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate 

Tahun 2026. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

   2.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 377);  

   3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Orgaiiisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KabupatenKota 

(Berita Negara Republik Indoriesia Tahun 2020 Nomor 

1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun  2023  tentang  

Perubahan  Kedua  atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, 

fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

   4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 
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Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 

90 Tahun 2021 Tentarig Pembangunan Dan 

Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas 

Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan 

Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444); 

   5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota. 

   6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 

Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi 

Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-

2024; 

    

MEMUTUSKAN 

Menetapkan  : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA TERNATE TENTANG PEMBENTUKAN DAN 

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN  

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH 

BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH 

DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KOTA TERNATE TAHUN 2026. 

KESATU  : Membentuk dan Menetapkan Agen Perubahan Dalam 

Manajemen  Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan 

Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Ternate Tahun 2026 

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusana 

ini. 

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

sebagai berikut; 

1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam 

melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah 
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Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani; 

2. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan 

budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota 

Ternate; 

3. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana 

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang 

memuat target-target yang relevan;  

4. Melaksanakan sosialisasi terkait Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani; dan 

5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.  

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

   

   

 Ditetapkan di Ternate 
 pada tanggal 1 September 2026 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA TERNATE, 

 

Ttd 

 

 Abdullah H. Nurdin 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA TERNATE 
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan 

Pemilu dan Hukum, 
 
 

 
Eko Ady Prabowo 
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LAMPIRAN : 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA TERNATE 
NOMOR 6 TAHUN 2026 

TENTANG PEMBENTUKAN DAN 
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DALAM 

MANAJEMEN PEMBANGUNAN ZONA 
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS 
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI 

BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN 
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA 
TERNATE TAHUN 2026 

 

 
AGEN PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI 
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA 

TERNATE TAHUN 2026 
 

NO NAMA JABATAN  
KEDUDUKAN 
DALAM TIM 

1. Abdullah H. Nurdin Sekretaris Koordinator 

2. Lasman M. Nur 
Plt. Kasubag Partisipasi, 

Hubungan Masyarakat dan 
Sumber Daya Manusia 

Anggota 

3. Eko Ady Prabowo 
Kasubag Teknis 

Penyelenggaraan Pemilu 
dan Hukum 

Anggota 

4. Andika Latuconsina 
Kasubag Perencanaan, 

data dan Informasi 
 

Anggota 

5. Leny Fajir 
Kasubag Keuangan, Umum 

dan Logistik 
 

Anggota 

6. Djabir Salim Fungsional Anggota 

7. Rini Lestari Fungsional Anggota 

8. Tri Devayana Sadik Pelaksana Anggota 

9. Suriyati Saleh Fungsional Anggota 

10. Lisa Seban Fungsional Anggota 

11. Nelma Fungsional Anggota 

12. Christi Novlin Rewah Fungsional Anggota 

13. Idra A. Gailea Pelaksana Anggota 

14. Permata Yulianti Pelaksana Anggota 

15. Sofyan Samma Pelaksana Anggota 

16. Nurjana Arif Pelaksana Anggota 

17. Abujihad Pelaksana Anggota 

18. Djahir Djakaria Pelaksana Anggota 

19. M. Saleh Manggis Pelaksana Anggota 

20. Ewaldo Pakpahan Pelaksana Anggota 

 



- 6 - 
 

 
 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA TERNATE, 

 

Ttd 

 

 Abdullah H. Nurdin 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA TERNATE 
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan 
Pemilu dan Hukum, 

 
 

 
Eko Ady Prabowo 


